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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan perekonomian masyarakat Indonesia saat ini 

berkembang dengan pesat, di samping perkembangan teknologi 

yang mempermudah pekerjaan, perkembangan kemudahan 

dalam memperoleh pinjaman uang juga menjadi faktor utama 

untuk kemajuan ekonomi. Masyarakat baik secara perorangan 

atau badan usaha berusaha meningkatkan kebutuhan, baik secara 

konsumtif atau produktif, dalam upaya mencukupi kebutuhannya 

ini dibutuhkan sumber dana yang antara lain dalam bentuk 

perkreditan agar dapat mendukung kebutuhan modal kerja yang 

semakin meningkat. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman 

uang kepada Bank dengan memberikan jaminan kepada Bank, 

dalam hal ini pihak yang memberikan pinjaman uang disebut 

sebagai Kreditor dan pihak yang menerima pinjaman uang 

disebut sebagai Debitor. Hubungan ini disebut sebagai perjanjian 

Kredit.  

Dalam hal pemberian kredit oleh penyedia fasilitas kredit, 

tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus 

dipenuhi oleh calon debitur. Persyaratan tersebut bertujuan untuk 

menjamin dana yang telah digulirkan dapat dikembalikan oleh 

debitor. Menurut H. Salim Hs. “pemberian kredit merupakan 
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pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau 

lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup 

untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, begitu 

juga sebaliknya debitur percaya bahwa bank atau lembaga 

keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya”. 1  

. Disamping syarat substantif, sesungguhnya terdapat pula 

syarat bentuk dari suatu akta notaris yang harus dipenuhi 

bersama-sama dengan syarat substantif. Seperti telah dijelaskan 

di atas bahwa, akta notaris agar dapat dinilai sebagai akta 

autentik, maka akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang. Ketentuan undang-undang yang 

dimaksud adalah ketentuan yang terdapat dalam UUJN. 

Dalam pemberian hak tanggungan dimana pada tahap awal 

dimulai dengan proses perjanjian kredit, baik secara notariel 

maupun di bawah tangan, sebagai penjanjian pokok antara 

debitor dengan bank, kemudian dilanjutkan dengan 

penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya 

akan disebut APHT) sebagai perjanjian accesoir atau ikutan, 

namun karena satu dan lain hal pemberian hak tanggungan tidak 

dapat dilakukan bersamaan dengan penandatangan perjanjian 

kredit, dalam hal yang demikian yang harus dilakukan pada saat 

penandatangan perjanjian kredit, diikuti dengan penandatangan 

                                                             
1 H. Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, hal.8 
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Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya akan disebut 

dengan SKMHT) antara pemberi kuasa yaitu debitor atau 

penjamin dengan penerima kuasa yaitu bank. Dan tidak menutup 

kemungkinan bahwa penandatanganan SKMHT dilakukan 

beberapa kali untuk dapat dilakukan penandatanganan APHT.2 

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan tahap 

pembuatan APHT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang 

kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan, tetapi sebelum 

dibuatnya APHT, dapat juga terlebih dahulu dibuat SKMHT di 

hadapan Notaris atau PPAT yang mencantumkan secara jelas 

obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama identitas 

kreditornya, serta nama dan identitas debitor apabila debitor 

bukan pemberi Hak Tanggungan. Ketentuan ini terdapat dalam 

Pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan, sebagai berikut : 

“ Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat 

dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan 

sebagai berikut :  

a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain 

daripada membebankan Hak Tanggungan;  

b. tidak memuat kuasa substitusi;  

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah 

utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan 

                                                             
2 Sri Endah Cahayani, Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Volume 

3 Nomor 1 Februari 2019, hal. 35 
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identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak 

Tanggungan.”3 

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan bertujuan memberikan landasan untuk dapat 

berlakunya lembaga hak tanggungan yang kuat, diantaranya 

mengenai kedudukan SKMHT, sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 15 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1996 

memberikan kesempatan kepada pemberi hak tanggungan untuk 

menggunakan SKMHT. 

Untuk mencegah berlarut-larutnya pemberian kuasa dan 

demi tercapainya kepastian hukum, SKMHT dibatasi jangka 

waktunya. Didalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 menentukan bahwa :  

“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak 

atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan” 

 terhadap tanah yang sudah terdaftar, SKMHT wajib segera 

diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan sesudah diberikan.  

Sedangkan untuk Pasal 15 ayat (4) Undang–Undang Nomor 4 

Tahun 1996 menentukan bahwa  

                                                             
3 Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1996. 
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“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak 

atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan”  

Yang berarti, terhadap tanah yang belum terdaftar, SKMHT 

wajib segera diikuti dengan pembuatan APHT dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.  

Bila jangka waktu perjanjian pokok dari fasilitas kredit telah 

berakhir, maka berakhir pulalah SKMHT dan bila kredit belum 

lunas sebaiknya bank menindak lanjuti SKMHT dimaksud dengan 

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan selanjutnya 

menadaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya 

akan disebut BPN) setempat. Setelah APHT didaftarkan, terbitlah 

Setifikat Hak Tanggungan (SHT) dan bank dapat melaksanakan 

eksekusi terhadap Hak Tanggungan tersebut.  

Oleh karena itu mengharuskan pihak Bank dan juga Notaris 

membuat pembaharuan SKMHT dengan menghadirkan kembali 

para pihak yang bersangkutan atau membuat perpanjangan 

SKMHT yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani secara 

beberapa rangkap pada saat awal penandatanganan perjanjian 

kredit. Jika tidak ada pembaharuan ataupun perpanjangan SKMHT 

tersebut menjadi batal demi hukum sedangkan jika dilakukan 
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pembaharuan ataupun perpanjangan tindakan atau perbuatan 

hukum tersebut belum mempunyai dasar hukum yang jelas. 4 

     Pada dasarnya SKMHT dibuat karena adanya syarat untuk 

membuat APHT yang belum terpenuhi. Syarat-syarat untuk 

membuat APHT diantaranya ialah : 

1. Tanah yang akan dijadikan  hak tanggungan harus tanah yang 

sudah bersertifikat; 

2. Sertifikat tanah tersebut atas nama debitur; 

3. Sudah dilakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut; 

4. Debitur dan kreditur datang bersamaan ke PPAT pada saat 

pembuatan dan penandatanganan APHT. 5 

SKMHT biasanya dibuat karena para pihak yakni debitur dan 

kreditur tidak hadir bersamaan ke kantor Notaris/PPAT pada 

saat pembuatan dan penandatanganan APHT. Hal tersebut 

biasanya memerlukan waktu yang lama, sehingga batas waktu 

SKMHT tidak mencukupi atau melampaui batas waktu yang telah 

ditentukan oleh Undang-undang dan mengakibatkan SKMHT 

tersebut menjadi Kadaluarsa.   

                                                             
4 Nurhayati dan Rizal S. Gueci, Keberlakuan Penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan(Skmht) Terhadap Pendaftaran Hak Tanggungan Pada 

Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Di Kota Tangerang Selatan, Jurnal Surya 

Kencana Dua ; Dinamika MAsalah Hukum Dan Keadilan, Volume 6 Nomor 1, 1 Juli 2019, 

hal. 655 
5Setyaningsih, Hidayat Abdulah, Anis Mashdurohatun, Peranan Notaris Dalam 

Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara 

Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto, Jurnal Akta, 

Volume 5 Nomor 1 Maret 2018, Hal. 194 
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Berdasarkan hal tersebut, pada kenyataannya untuk 

menyiasati SKMHT yang kadaluarsa sebelum dikeluarkannya 

APHT, Notaris/PPAT membuat dua SKMHT sekaligus pada waktu 

yang bersamaan saat membuat SKMHT yang pertama untuk 

menghindari habis waktu berlakunya SKMHT untuk kepentingan 

penghadap, atau dengan merubah tanggal pembuatan SKMHT 2 

kali bahkan sampai 3 kali dengan menduplikat SKMHT yang 

dibuat saat setelah terpenuhi persyaratan tersebut. 

Fakta mengenai hal tersebut terjadi dalam kasus 

Perjanjian Kredit, yang diadili dalam putusan Nomor 

257/Pdt.G/2020/PT.BDG antara Erwin Nugraha 

(Penggugat I) dan Mashadi Wijaya (Penggugat II) melawan 

PT. Bank Bukopin (Tergugat I) dan Notaris/PPAT Dheasy 

Suzanti, S.H.,M.Kn (Tergugat II).  

Pada kasus tersebut, Para Penggugat menandatangani 

surat Perjanjian kredit dengan memakai jaminan dengan 

Tergugat I dihadapan Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2016 

dan dengan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) 

pada tanggal yang sama. Dengan demikian batas 

penandatanganan surat perjanjian kredit dengan memakai 

jaminan dengan penandatanganan Surat Kuasa Memasang Hak 

Tanggungan (SKMHT) ialah sampai 1 (satu) bulan setelah 

penandatanganan SKMHT. Akan tetapi 1(Satu) tahun kemudian 

keluar SKMHT baru yang keluar tanpa sepengetahuan Para 
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Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah menandatangani 

SKMHT pada tanggal 31 Oktober 2017. Para Penggugat hanya 

melakukan penandatanganan pada tanggal 25 Oktober 2016 dan 

tanggal 28 April 2017.  

Ternyata Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Penggugat 

dan Tergugat I, sebagai dasar hukum untuk pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ternyata telah diubah oleh 

Turut Tergugat I dimana Para Penggugat menandatangani SKMHT 

dan surat perjanjian membuka kredit pada tanggal yang sama 

yakni tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana akte nomor 26 yang 

dibuat dihadapan Notaris Dheasy Suzanti, SH., M.Kn Notaris di 

Kabupaten Bogor Tergugat II namun kemudian diubah oleh 

Tergugat II baik tanggal, bulan dan tahunnya sedemikian rupa 

menjadi seolah olah terjadi tahun 2017 yakni tanggal 31 Oktober 

2017, sebagaimana akte nomor 99 dan No.100 yang masing-

masing dibuat dihadapan Dheasy Suzanti, SH., M.Kn Notaris di 

Kabupaten Bogor. 

Perubahan atau mengganti waktu, baik tanggal dan bulan 

termasuk juga perubahan tahun (2016 menjadi 2017) dari 

penandatanganan SKMHT yang dibuat dan ditanda tangani Para 

Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Notaris Dheasy Suzanti, 

SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor adalah tidak dibenarkan 

dan melawan hukumdan karenanya melanggar ketentuan pasal 
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1365 KUH Perdata jo pasal 15 ayat 3 Undang-Undang nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian permasalahan 

diatas Penulis melakukan penelitian terhadap kewenangan 

Notaris dalam merubah tanggal pembuatan SKMHT yang hasil 

penelitian tersebut penulis tulis dalam tesis yang berjudul, 

“Kewenangan Notaris Untuk Mengubah Tanggal Pembuatan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang 

Kadaluarsa Untuk Ditindaklanjuti ke Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Oleh sebab itu, penulis melkaukan penelitian terhadap SKMHT 

yang kadaluarsa dengan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewenangan Notaris untuk merubah tanggal Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang 

kadaluarsa agar dapat ditindaklanjuti ke Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT)?  

2. Bagaimana sanksi yang diberikan bagi Notaris/PPAT yang 

melakukan perubahan tanggal pada Akta yang dibuatnya?  

3. Bagaimana  aturan hukum kedepannya terhadap batasan 

jangka waktu penggunaan Surat Kuasa Membebankann Hak 

Tanggungan (SKMHT)? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Untuk menganalisis kewenangan Notaris mengubah 

tanggal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) yang kadaluarsa. 

2) Untuk menganalisis tanggung jawab dan sanksi yang 

diberikan kepada Notaris/PPAT yang melakukan 

perbuatan melawan hukum. 

3) Untuk menganalisis keabsahan dan aturan hukum kedepan 

terhadap batasan jangka waktu penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) agar dapat 

digunakan dengan optimal. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi dan sumbangan pemikiran 

untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan 

bagi aktivitas akademika di bidang hukum kenotariatan 

khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan akta 

autentik yang dibuat Notaris dengan merubah akta 

SKMHT yang telah kadaluarsa untuk selanjutnya 

dipasang APHT. 
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2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai 

informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan bidang 

Hukum Pertanahan dan Hukum Jaminan yang berkaitan 

dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Notaris diharapkan agar hasil Penelitian ini bisa 

membantu untuk menjadi referensi dalam penyelesaian 

masalah ataupun menjawab pertanyaan yang muncul 

berkenaan dengan kedudukan akta autentik yang 

dibuat Notaris dengan merubah akta SKMHT yang 

kadaluarsa untuk selanjutnya dilakukan pembuatan 

APHT. 

2. Bagi Masyarakat diharapkan agar hasil penelitian ini 

memberi informasi dan pengetahuan mengenai pihak 

Badan Pertanahan Nasional dan khususnya bagi 

peraturan perundangundangan yang mengatur SKMHT 

agar lebih jelas dan tepat pengaturannya sehingga 

memberikan kepastian hukum bagi SKMHT, bagi pihak 

pemberi kuasa maupun penerima kuasa agar mengerti 

betul apa yang menjadi haknya atas penandatanganan 

akta SKMHT, terutama sekali bagi pihak penerima 

kuasa/Kreditor dalam mengikat jaminan objek/tanah 

pemberi kuasa/debitor melalui SKMHT tersebut. 
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D. Kerangka Teori 

1. Grand Theory 

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori 

(middle range theory dan aplied theory) yang akan digunakan 

dalam penelitian. Grand Theory dalam penelitian ini adalah 

Teori Kepastian Hukum. 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib 

berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang 

terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk 

kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak 

berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan 

memberikankepada pihak, bahwa akta yang dibuat di 

“hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta 

Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.6 

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian 

hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam 

masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:7 kepastian 

hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-

peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku 

                                                             
6 Habib Adjie(a), Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 

tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 37 
7Soerjono Soekanto(a), Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka 

Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), Jakarta, Universitas 

Indonesia, 1999 hal. 55. 
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umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram 

di dalam masyarakat. 

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang membuat akta autentik yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris 

wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh 

Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter 

dari akta Notaris. 

Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada 

maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai 

perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris 

menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang 

hukum perdata untuk melayani kepentingan 

masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta 

autentik yang mempunyai kepastian hukum yang 

sempurna apabila terjadi permasalahan.8 

 

 

 

                                                             
8 Ibid. Hal. 42 



14 
 

2. Middle Theory 

 Middle theory merupakan teori yang digunakan agar 

pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu 

grand theory.9 Dalam penelitian ini middle theory yang 

digunakan adalah Teori Kewenangan 

 Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa 

Inggris, yaitu authority of theory, istilah yang digunakan 

dalam bahasa Belanda, yaitu Theorie van het gezag, 

sedangkan dalam bahasa Jermannnya, yaitu theorie der 

autorität. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu 

teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori 

kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang 

kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, 

menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan 

adalah : “Keseluruhan aturan – aturan yang berkenan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh 

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.10 

  Notaris berkedudukan sebagai pajabat umum merupakan 

bagian dari organ Negara yang mendapat limpahan bagian 

tugas dan kewenangan Negara yaitu tugas serta kewajiban, 

kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka pemberian 

                                                             
9 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta, 

Kencana, 2003, hal. 43. 
10 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta. RajaGrafindo Persada, 2008. 

Hal 110. 
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pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, 

khususnya dalam pembuatan akta autentik. Perjanjian lebih 

baik dibuat Notaris dalam bentuk akta autentik dimana para 

pihak yang menentukan isi perjanjian dan tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan. 

  Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, selain 

itu Notaris juga diberi kewenangan lain, yaitu:  

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat dibawah tanda tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus.  

b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus.  

c. Membuat foto copy dari asli surat-surat dibawah tangan 

berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan.  
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d. Melakukan pengesahan kecocokan foto copy dengan surat 

asli.  

e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.  

f. Membuat risalah tentang lelang.11 

 

3. Applied Theory 

a. Teori Perjanjian 

Hukum tentang Perjanjian diatur dalam buku III Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. 

Mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya dalam hukum 

perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian 

yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-

undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum 

mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan 

sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan 

janji itu.12 

Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang-

undang  Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 

                                                             
11 Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Hukum Aparat 

Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 75 
12 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Jakarta, CV. Mandar 

Maju, 2011 
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yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu 

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih”. 

Ciri perjanjian atau kontrak yang utama ialah bahwa 

kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para 

pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan 

persyaratanpersyaratan serta fungsi sebagai alat bukti 

tentang adanya kesepakatan kewajiban. Dengan demikian, 

dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak 

memiliki beberapa kehendak yaitu: 

a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;13 

b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua 

atau lebih pihak dalam suatu perjanjian; 

c. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan 

dalam bentuk kewajiban; 

d. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan 

hukum. 

b. Teori Keabsahan 

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga 

syarat-syarta yang menjadi dasar agar perjanjian 

tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarta sahnya 

perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam 

                                                             
13 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni 1993, hal. 1 
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pasal 1320 KUHPerdata disebut empat syarat agar 

sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu 

kesepakatan; kecakapan; suatu hal tertentu; dan suatu 

sebab yang halal. 

Teori keabsahan dihubungkan dengan keabsahan 

akta notaris, Pada Pasal 1 angka 7 yaitu akta Notaris yang 

selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat 

oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata 

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.  

Dalam penelitian ini, kontrak yang ditandatangani 

adalah akta notaris, yang berarti menurut Undang-

Undang Jabatan Notaris, harus ditandatangani oleh para 

pihak. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan 

Notaris adalah memformulasikan keinginan atau 

tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan 

memperhatikan aturan hukum yang berlaku,  

Akta autentik yang dibuat Notaris tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, 

kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti harus 

dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan 

lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. 
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E. Kerangka Konseptual 

1. Kewenangan 

 kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 

authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa 

Belanda, yaitu Theorie van het gezag, sedangkan dalam 

bahasa Jermannnya, yaitu theorie der autorität. Teori 

kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan 

kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori 

kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang 

kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, 

menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan 

adalah : “Keseluruhan aturan – aturan yang berkenan dengan 

perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh 

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik” 

2. Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini (pasal 1 angka 1 Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).14 

3. Akta  

                                                             
14 Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 TAhun 2004 tentang Jabatan Notaris. 
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Kata akta berasal dari bahasa latin “acta” yang berarti 

“geschrift” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan 

Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “acta” 

merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari 

bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan 

menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi 

tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang 

menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak 

semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.15 

4. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

Di dalam Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT), menyebutkan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah suatu kuasa 

yang diberikan debitur (pemilik barang jaminan) untuk hadir 

di hadapan PPAT dalam pembuatan APHT dalam rangka 

pembebanan Hak Tanggungan kepada kreditur (pihak lain) 

yang berbentuk akta autentik.16 

5. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengatur 

persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak 

Tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan 

dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. 

                                                             
15 Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Yogyakarta, Pustaka yustisia, 2012, hal. 

1 
16 ST. Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal.67 
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Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang 

bersangkutan (kreditur preferen) daripada kreditur-kreditur 

lain (kreditur konkuren). 

6. Kadaluarsa 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kadaluarsa memiliki 

arti  sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan 

dan sebagainya),habis tempo,terlewat dari batas waktu 

berlakunya sebagaimana yang ditetapkan. 

Dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

memiliki arti  

“Lewat waktu ialah suatu sarab huku untuk memperoleh 

sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu 

perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan 

terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-

undang.” 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam 

membahas penelitian ini, ialah metode penelitian hukum 

normatif dimana objek penelitian berdasarkan pada bahan 

pustaka dan juga mencakup asas-asas hukum, sistematik 

hukum, dengan taraf penelitian yang telah sinkronisasi 
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baik secara vertikal dan maupun secara horizontal, yaitu 

perundang-undangan yang sederajat yang mengatur 

bidang yang sama,17 dan perbandingan hukum18 dalam 

permasalahan yang diteliti pada penulisan tesis ini serta 

objek penelitian berdasarkan bahan sekunder, yang juga 

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian, 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan pendekatan penelitian undang-

undang atau Statute approach. Pendekatan ini 

menelaah undang-undang yang bersangkutan 

dengan isu hukum yang sedang digunakan dalam 

penelitian untuk mempelajari kesesuaian antara 

suatu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya. 

b. Menggunakan pendekatan penelitian secara 

konseptual atau Conceptual Approach. Pendekatan 

ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. 

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman 

                                                             
17 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 19. 
18 Ibid, hal 22. 
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terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Pandangan atau doktrin akan memperjelas 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, 

maupun asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan. 

 

3. Bahan Hukum Penelitian 

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian 

dengan metode penelitian Hukum Normatif ini bersumber 

dari: 

a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, yang terdiri dari:  

1. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi 

landasan yuridis: 

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

ii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan. 

iii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 
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iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

v. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah.  

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu sebagai bahan yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti; pendapat hukum (doktrin) ataupun 

teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil 

penelitian, jurnal, artikel ilmiah, maupun website yang 

terkait dalam penelitian ini. bahan hukum sekunder 

dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. 

c. Bahan Hukum tersier, yaitu sebagai bahan yang 

memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti; kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dll.19  

 

                                                             
19 Ibid, hal. 52 
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4.  Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pada 

dasarnya studi kepustakaan berguna untuk menunjukkan 

jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.20 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan 

mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, buku-

buku, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan 

dengan judul . 

 

5. Teknik pengolahan bahan penelitian 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis perspektif secara kualitatif yaitu yang 

diperoleh dan dianalisis satu persatu kemudian disusun 

secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan 

dan menarik kesimpulan. Adapun yang digunakan dalam 

analisis secara kualitatif adalah keterangan ilmiah dan 

bahan-bahan tertulis. 

 

                                                             
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada, 2010, hal.112. 
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6.  Teknik penarikan kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penarikan 

kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari 

bahasan yang sifatnya umum ke bahasan yang sifatnya lebih 

khusus terhadap bahan-bahan hukum yang telah 

dikumpulkan.
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